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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan 
telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 
memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 
saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Pengantar Ilmu 
Pemerintahan. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 
Pengantar Ilmu Pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan mengacu 
pada tindakan memerintah melalui lembaga atau organisasi legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan (tujuan nasional) 
pemerintahan negara. Untuk memenuhi tujuan pemerintahan negara, 
pemerintahan diartikan sebagai tindakan pemerintahan yang dilakukan 
oleh organ eksekutif dan jajarannya. Manusia harus hidup berkelompok, 
dan dalam masyarakat ini, otonomi pribadi harus dipertahankan. Hal ini 
menuntut perlunya tata kelola. Seringkali ada tiga tingkatan pemerintahan 
di sebuah negara dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang luas: 
lokal, regional, dan nasional.  

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, peran pemerintah dalam 
kehidupan sosial telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Peran 
pemerintah sangat penting dalam membangun keamanan fundamental 
agar masalah agama dan kepercayaan diperhatikan, serta dalam 
mengelola ekonomi nasional dan saat ini memastikan keamanan 
kehidupan sosial. Pemerintah juga menjadi lebih canggih, kuat, dan 
menonjol karena masyarakat kita menjadi lebih kompleks. Ukuran, ruang 
lingkup, dan dominasi pemerintahan akan terus menjadi sumber 
perdebatan selama sisa sejarah umat manusia. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
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pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 

 
Agustus, 2023 
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PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP  
ILMU PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Pemerintah adalah badan yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan proses pelayanan publik, dan memiliki tugas untuk 
memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam interaksi pemerintah 
diberikan layanan sipil sehingga mereka dapat diberikan sesuai kebutuhan 
sesuai dengan kebutuhan yang diperintah. Pemerintahan yang sebenarnya 
dalam pandangan Muhadam Labolo adalah usaha untuk hidup bersama 
secara baik dan benar dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan 
bersama. Sejumlah faktor penting, termasuk tindakan (dinamika), 
organisasi fungsional, serta tanggung jawab dan wewenang, dapat 
digunakan untuk melihat tata kelola. 

Manusia harus hidup berkelompok, dan dalam masyarakat ini, 
otonomi pribadi harus dipertahankan. Hal ini menuntut perlunya tata 
kelola. Seringkali ada tiga tingkatan pemerintahan di sebuah negara 
dengan ukuran dan kompleksitas geografis yang luas: lokal, regional, dan 
nasional.  

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, peran pemerintah dalam 
kehidupan sosial telah berubah secara drastis di seluruh dunia. Peran 
pemerintah sangat penting dalam membangun keamanan fundamental 
agar masalah agama dan kepercayaan diperhatikan, serta dalam 
mengelola ekonomi nasional dan saat ini memastikan keamanan 
kehidupan sosial. Pemerintah juga menjadi lebih canggih, kuat, dan 
menonjol karena masyarakat kita menjadi lebih kompleks. Ukuran, ruang 
lingkup, dan dominasi pemerintahan akan terus menjadi sumber 
perdebatan selama sisa sejarah umat manusia. 
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SISTEM PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Sistem pemerintahan telah berkembang sepanjang sejarah manusia. 

Di masa lalu, banyak negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-
beda tergantung pada faktor-faktor seperti wilayah, budaya, dan 
kepercayaan agama. Di Yunani kuno, sistem pemerintahan populer dikenal 
sebagai demokrasi terbentuk di kota Athena pada abad ke-5 SM. Di sini, 
warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan melalui sidang umum dan pengadilan. Di Roma Kuno, sistem 
pemerintahan republikan menggantikan pemerintahan monarki. Sistem ini 
melibatkan pemilihan wakil rakyat untuk mewakili kepentingan warga 
dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Di zaman pertengahan, 
kekuasaan di Eropa terpusat pada monarki. Negara-negara seperti Inggris, 
Prancis, dan Spanyol memiliki sistem pemerintahan monarki absolut di 
mana raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak. Revolusi Amerika pada 
abad ke-18 melahirkan sistem pemerintahan republikan modern. Di sini, 
kekuasaan dipegang oleh wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan 
umum. Di abad ke-20, komunisme muncul sebagai sistem pemerintahan 
baru di Uni Soviet. Di bawah sistem ini, kekuasaan dipegang oleh Partai 
Komunis, dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi. 
Hingga kini, sistem pemerintahan terus berkembang dan berubah 
mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, (Christmas & 
Purwanti, 2020). 

Latar belakang sistem pemerintahan dapat berasal dari berbagai 
faktor, seperti sejarah, budaya, agama, dan kepercayaan politik. Berikut 
adalah beberapa faktor yang mempengaruhi latar belakang sistem 
pemerintahan: 
1. Sejarah: Sistem pemerintahan sering kali berasal dari warisan sejarah 

dan kebudayaan suatu negara. Misalnya, sistem pemerintahan di 
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PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN  
SEBAGAI DISIPLIN ILMU 

 

A. PENDAHULUAN   
1. Latar Belakang 

Berawal dari pemikiran (Surianingrat, 1990)Konteks pemikiran ini 
dipengaruhi oleh ruang, waktu, tempat, kondisi yang berubah, dan 
konteks bidang kajian ilmuwan (pendidikan). Sebelum kita mendalami 
persoalan metode sejarah untuk mencari, menemukan, mengembangkan, 
dan/atau menerapkan/menerapkan ilmu pengetahuan dalam 
pemerintahan, terlebih dahulu kita akan menyentuh persoalan yang 
berkaitan dengan metode penelitian dan metode ilmiah. 

Untuk memahami identitas pemerintahan dari peristiwa dan kegiatan 
pemerintahan secara lebih khusus dari perspektif ilmu pemerintahan, 
analisis multidisiplin dari perspektif sejarah, sebaiknya merujuk pada 
beberapa peristiwa dan gejala pemerintahan dari perspektif pemahaman. 
Status dari para ahli dengan latar belakang keilmuan yang beragam. 

Sumantri (Inu, 2001: 97) memandang negara sebagai organisasi 
kekuasaan dari perspektif filsafat ilmu. Oleh karena itu, dalam organisasi 
negara selalu kita jumpai organ/perangkat yang mampu memaksakan 
kehendak siapa pun yang berada di dalam wilayahnya. Pakar hukum Hugo 
de Groot melihat negara sebagai persatuan yang sempurna bagi orang-
orang bebas untuk mendapatkan perlindungan hukum. (Coursehero.com, 
2020) 

Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, negara adalah 
masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah di 
suatu wilayah (Max Weber dalam Inu, 2001: 99). Sedangkan (ndraha, 2010) 
dengan latar belakang ilmu-ilmu dasar administrasi negara dan disiplin 
ilmu pemerintahan, mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang 
mempelajari bagaimana pemerintah (satuan kerja umum) berfungsi untuk 
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SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN  
DAN ILMU PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang multidimensional 

mempunyai berbagai segi dan sifat. Manusia secara kodratnya bersifat 
sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang saling bersinergi. 
Manusia tidak dapat hidup sendiri diperlukan orang lain untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai 
kehendak maupun pilihan bebas yang dibatasi oleh ikatan sosial. Ikatan 
sosial tersebut yang membentuk organisasi dari yang paling sederhana 
sampai kompleks mulai dari relasi dalam pertemanan, pekerjaan, 
masyarakat sampai negara. 

Fenomena negara terus berkembang sepanjang sejarah. Negara 
menjadi perpanjangan kesepakatan dari kontrak sosial antar masyarakat 
untuk menjamin dan memperoleh tujuan bersama. Tujuan bersama dalam 
negara dapat tercapai dengan baik jika terjadi integrasi antara 
pemerintahan dan masyarakat. 

 

B. DEFINISI NEGARA 
Perkembangan istilah negara dapat dibedakan secara etimologi dan 

formil materiil. Etimologi ialah ilmu yang membahas tentang asal usul kata. 
Istilah negara secara etimologi berasal dari bahasa Latin yakni status atau 
statum, bermakna keadaan yang tegak dan tetap. Makna istilah tersebut 
dalam sejarahnya pada abad ke-16 berhubungan dengan negara. Istilah 
negara secara etimologi dari kata status atau statum (Latin) yang 
mempengaruhi perkembangan istilah di negara lain diantaranya La Stato 
(Yunani), E’tat (Perancis), State (Inggris). Negara secara formil merupakan 
Staat Overheid sebagai pemerintahan. Negara secara materiil merupakan 
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FILSAFAT DAN ETIKA PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Bagian ini akan membahas filsafat dan etika pemerintahan yang dapat 

kita tinjau dari beberapa sudut pandang seperti definisi, hubungan filsafat 
dan etika, dan pentingnya penerapan etika bagi manusia, khususnya 
penerapan etika bagi para administrator pemerintahan. Mengapa 
demikian? Karena konsep etika merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari rangkaian filsafat sistematis sehingga akan merujuk pada 
persoalan – persoalan yang menyangkut moralitas yang berkembang 
dalam kehidupan manusia yang menjalar dalam segala ranah kehidupan 
manusia. 

Andaikan seseorang memberikan suatu pertanyaan yang berhubungan 
dengan etis, kebanyakan orang mungkin akan beranggapan bahwa orang 
tersebut telah melakukan hal yang mundur (setback). Di zaman yang serba 
modern ini semua langkah gerak terasa sangat mudah dan fleksibel, 
sehingga pertanyaan- pertanyaan etis yang menghubungkan sikap atau 
perilaku manusia dengan nilai filosofis akan tampak begitu asing dan 
seolah – olah akan menghambat suatu kemajuan. 

Kondisi yang semakin kompetitif yang serba hebat dan nilai – nilai 
ekonomis telah membuat manusia semakin terdesak oleh kebutuhannya, 
sehingga manusia melupakan kebutuhan – kebutuhan material lain yang 
sebenarnya justru lebih esensial. Banyak orang yang takut akan kehilangan 
waktu guna menghayati nilai – nilai hidup yang hakiki, beranggapan bahwa 
moralitas dan hambatan atas kemajuan merupakan suatu keniscayaan, 
bahkan setiap orang juga berpandangan bahwa sekali orang bertanya 
terkait masalah – masalah moral berarti harus berani menanggung resiko 
untuk berjalan sendiri melawan arus. 
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HUBUNGAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 

 

A. PENDAHULUAN 
Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu 

proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
Maka relevan pengertian hukum seperti dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) yaitu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk 
mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dalam KBBI juga menyebutkan 
Hukum berarti keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 
(dalam pengadilan) atau vonis (https://ombudsman.go.id>artikel) 

Tujuan dibentuknya Hukum Pelayanan Publik sama dengan 
pembentukan hukum pada umumnya yaitu untuk menciptakan kebaikan, 
menjamin keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 
Kebaikan yang diinginkan dalam hukum pelayanan publik adalah Good 
Governance dan Clean Government. 

Hukum pelayanan publik sebagaimana hukum pada umumnya juga 
dapat dijadikan sebagai sebuah alat menciptakan tatanan masyarakat 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roscoe Pound (1870-
1964), pemikir mazhab hukum Anthro-Sociological Jurisprudence pertama 
kali menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a 
tool of social engineering). Dengan demikian Hukum Pelayanan Publik 
adalah produk hukum yang ditetapkan pemerintah dan parlemen yang 
memiliki kewenangan membentuk hukum agar penyelenggara pelayanan 
publik harus tunduk terhadap aturan hukum pelayanan public 
(https://ombudsman.go.id>artikel)  

Sebelum terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik tahun 2009, citra 
pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih diliputi patologi birokrasi 
seperti pelayanan birokrasi yang lambat, kaku, bertele-tele, tidak 
kompeten hingga maraknya pungli pada lingkungan birokrasi. Pada tahun 
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ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN  
Administrasi dan birokrasi pemerintahan merupakan dua konsep 

penting dalam konteks pengelolaan negara dan pemerintahan. 
Administrasi pemerintahan merujuk pada serangkaian kegiatan dan proses 
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan. Sementara itu, birokrasi pemerintahan mengacu pada struktur 
organisasi dan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola 
administrasi dan menjalankan kebijakan publik. 

Administrasi pemerintahan melibatkan proses perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Aktivitas administrasi 
pemerintahan meliputi pengumpulan dan analisis data, pengambilan 
keputusan, pengaturan sumber daya, implementasi kebijakan, serta 
pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan tersebut. Administrasi 
pemerintahan bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Birokrasi pemerintahan mencakup struktur organisasi, aturan, regulasi, 
dan prosedur yang mengatur hubungan antara berbagai unit dan individu 
dalam pemerintahan. Birokrasi pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk 
melaksanakan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Birokrasi memiliki hierarki yang jelas, dengan tingkatan-tingkatan pejabat 
dan departemen yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu. 
Birokrasi juga melibatkan penugasan tugas dan tanggung jawab kepada 
pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

Tujuan utama administrasi dan birokrasi pemerintahan adalah 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, birokrasi sering kali dianggap 
sebagai sistem yang kompleks, lambat, dan rentan terhadap praktik 
korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi 
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ORGANISASI PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja 

secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Jones, 2013). Dalam 
suatu organisasi terdapat tugas-tugas yang harus dikoordinasikan sehingga 
dapat mewujudkan tujuan dari organisasi yang telah dibentuk. Setiap 
organisasi apapun jenisnya membutuhkan aplikasi manajemen dalam 
mengelola tugas serta sumber daya yang dimiliki. Istilah manajemen atau 
pengelolaan sendiri adalah seni mengelola sumber daya yang tersedia, 
misalnya orang, barang, uang, pikiran, ide, data, informasi infrastruktur, 
dan sumber daya lain yang ada di dalam kekuasaannya untuk 
dimanfaatkan secara maksimal guna mencapai tujuan organisasi secara 
efektif dan efisien (Yusup, 2012). 

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu Negara merupakan 
suatu faktor yang penting dalam kemajuan suatu Negara. Dengan 
diterapkannya suatu pemerintahan yang baik maka potensi-potensi yang 
ada di Negara tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan efisien 
demi memajukan Negara tersebut. Indonesia sebagai suatu Negara 
berkembang dan memiliki banyak potensi saat ini selalu melakukan 
pembenahan di berbagai sektor pemerintahan demi memajukan Negara 
dan juga menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik 
kepada masyarakat secara intensif melalui instansi pemerintah yang 
berfungsi sebagai aparatur pemerintah yang juga memegang kendali atas 
berlangsungnya governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam 
mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat 
ditentukan antara lain oleh pemahaman atas tata pemerintahan yang baik 
(Good Governance). Masyarakat itu sendiri dalam hal ini merupakan pihak 
yang menerima pelayanan dan juga sebagai pelaku utama dalam 
pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban 
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MANAJEMEN PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Berbeda dengan kata pemerintah atau pemerintahan, orang sering 

dengan mudahnya menyebut sekaligus melekatkan kata manajemen pada 
sebuah kegiatan yang dilakukan yang melibatkan sebuah kerja sama 
dengan orang lain untuk sesuatu tujuan yang diharapkan. Menurut 
mereka kata manajemen itu tidak sekedar kegiatan pengelolaan, tetapi 
merupakan penggunaan teknik dan prinsip tertentu yang diharapkan 
dapat memudahkan dalam mencapai tujuan. Manajemen mereka adalah 
alat yang digunakan untuk memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika 
kegiatan itu dilakukan asal saja 

Menurut pendapat kebanyakan orang, kata manajemen bukan 
sesuatu yang asing, karena ia ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. 
Bahkan dalam lingkup yang paling sederhana, mereka mempraktikkan apa 
yang disebut “manajemen” dalam kehidupan kesehariannya. Begitu juga 
kata pemerintah atau pemerintahan, dalam konteks yang lain bukan 
sesuatu yang asing. Hampir setiap hari semua orang terlibat secara 
langsung atau tidak langsung yaitu ketika berurusan dengan pemerintah 
atau proses pemerintahan. Suka atau tidak suka mereka berurusan 
dengan aparat pemerintah, begitu juga dengan manajemen harus 
digunakan sebagai suatu cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

Bagaimana jika kedua kata yang popular yaitu manajemen dan 
pemerintahan itu digabungkan menjadi satu frasa berupa manajemen 
pemerintahan? Sudah pasti penggabungan keduanya akan menghasilkan 
sesuatu yang teramat penting. Penggabungan keduanya sebuah 
kebutuhan. Meskipun bagi sementara orang masih kedengaran asing di 
telinga mereka, tetapi sesungguhnya dapat dimengerti. Sekalipun masih 
terdengar kurang akrab di telinga jika dibandingkan dengan masing-
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KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Kehidupan dunia dewasa ini yang semakin kompleks seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi memunculkan dua fakta bagi 
kehidupan manusia. Pertama, pekerjaan manusia menjadi mudah karena 
adanya bantuan teknologi. Bahkan manusia perlahan-lahan dibentuk 
menjadi makhluk instan karena dapat melakukan berbagai hal dan 
memperoleh banyak hal dengan lebih gampang dengan memanfaatkan 
teknologi. Kedua, daya saing dan daya juang manusia menjadi lemah 
karena tidak didukung dengan pengetahuan yang mumpuni berhadapan 
dengan kemajuan teknologi tersebut. Bahkan manusia akhirnya tergerus, 
terbelakang dan tergilas karena bergerak lamban merespon kemajuan 
tersebut. 

Perkembangan teknologi tersebut sudah merasuki seluruh sendi 
kehidupan manusia dan membuat manusia seakan sangat bergantung 
pada teknologi tersebut. Bahkan keberadaan manusia diukur dengan 
seberapa jauh teknologi tersebut dikuasai. Berhadapan dengan kenyataan 
ini maka upaya untuk terus meningkatkan kemampuan dan kualitas 
dirinya menjadi sebuah hal yang mutlak bagi manusia.  Manusia harus 
terus membaharui dirinya untuk dapat memposisikan diri secara baik dan 
benar dalam dunia yang makin mengglobal.  

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan masyarakat 
Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi tersebut. 
Perkembangan dunia yang makin mengglobal menciptakan kemudahan 
sekaligus tantangan bagi upaya terwujudnya cita-cita banga Indonesia 
yakni mewujudkan bangsa yang utuh dan masyarakatnya adil, makmur, 
sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Ini adalah tanggung jawab Negara dan menjadi tugas 
pemerintah. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran seorang 
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KEBIJAKAN PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN   
Dalam studi mengenai pemerintahan, tidak terlepas dengan salah satu 

fungsi utama pemerintah yang itu membuat kebijakan. Untuk itu, 
kebijakan pemerintahan merupakan salah satu aspek yang perlu dibahas 
dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan ini. Secara umum, kebijakan 
yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kepentingan publik sehingga 
lebih populer disebut sebagai kebijakan publik (public policy). Dalam bab 
ini akan dibahas mengenai konsep dan teori kebijakan, implementasi 
kebijakan dalam pemerintahan, serta isu dan tantangan kebijakan 
pemerintahan saat ini, khususnya dalam konteks lokal dan nasional 
Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK).  

 
B. TEORI DAN KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK 

Kebijakan publik merupakan bidang yang kompleks dan multidisiplin 
yang mempelajari proses pembuatan keputusan dan implementasi 
kebijakan oleh pemerintah. Teori dan konsep kebijakan publik memiliki 
peran penting dalam memahami dinamika kebijakan, menganalisis 
efektivitas kebijakan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih 
baik. 

Kebijakan publik merujuk pada keputusan yang diambil oleh 
pemerintah untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat. 
Untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik dengan tepat, teori 
dan konsep yang mendasarinya perlu dipahami dengan baik. Pada bagian 
ini akan lebih lanjut membahas beberapa teori dan konsep utama dalam 
kebijakan publik, yaitu teori/model rasional, teori/model inkremental, 
teori kelompok kepentingan, dan paradoks implementasi kebijakan. 
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PERILAKU PEMERINTAH 

 

A. LATAR BELAKANG 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat 

mendasar bagi pemerintahan modern. Dimana setiap warga negara 
berhak mendapatkan pelayanan baik atas barang, jasa dan pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 
Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara harus memenuhi 
kebutuhan dasar bagi setiap warga negara demi kesejahteraan rakyat 
serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan publik dalam 
keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 
63/KEP/M.PAN/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pada hakikatnya pemberian pelayanan merupakan 
proses sekaligus output yang menunjukkan bagaimana fungsi 
pemerintahan dijalankan. Dimana fungsi penting pemerintah adalah 
sebagai regulasi, proteksi dan sebagai distribusi. Kondisi obyektif 
menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih 
dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien 
serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini 
masih terlihat dari masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat 
baik secara langsung maupun melalui media massa seperti ketidakpastian 
biaya, waktu dan cara pelayanan. Prosedur tidak pernah mengatur 
kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai 
pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika 
berhadapan dengan unit pelayanan. (Kiki Endah, 2018) 

Pemerintahan dan setiap urusan yang dijalankan di dalamnya 
merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. 
Segala urusan tersebut tentunya tidak berjalan otomatis tetapi dikerjakan 
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EVALUASI KINERJA PEMERINTAH 

 
Newstrom dan Devis (1997:173) dalam buku Manajemen Kinerja edisi 

kelima yang ditulis oleh Prof. Dr. Wibowo, SE M.Phil memandang evaluasi 
sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi 
dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya.  

Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang 
bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, 
evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. 
Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kerjaan upah dan reward lain 
sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja. (Wibowo, 2016, p. 123) 

Dengan demikian, evaluasi merupakan manajemen informasi penting 
untuk membuat keputusan strategis tentang kemajuan, retensi, atau 
pembagian karyawan. Evaluasi menghubungkan pelatihan dan 
pengembangan dengan karir perencanaan dan kebutuhan sumber daya 
manusia jangka panjang suatu lembaga. 

 

A. EVALUASI KINERJA 
Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan 

pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu 
dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran 
tertentu. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas 
kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas di masa 
dating (Neta, 2017) 

Pada e-book Human Resources Management yang kemudian 
diterjemahkan penulis, evaluation performance dalam proses strategi 
manajemen sumber daya manusia atau Stretegy Human Resources 
Management merupakan bagian dan diskursus pokok dari tahapan 
perencanaan sumber daya manusia. Secara spesifik melalui inventarisasi 
data dengan mengumpulkan informasi ringkasan: seperti karakteristik 
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KOMUNIKASI PEMERINTAHAN 

 

A. PENDAHULUAN 
Komunikasi pemerintahan merupakan komunikasi antar manusia 

(human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi 
pemerintahan. Karena itu komunikasi pemerintahan tidak lepas dari 
konteks komunikasi organisasi juga merupakan bagian dari komunikasi 
organisasi. Arus penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui 
jaringan yang sifat hubungannya saling tergantung satu sama lain 
berdasarkan aturan-aturan formal. 

Berbicara kondisi komunikasi pemerintahan di era reformasi dewasa 
ini dengan segala implikasinya, terkesan tidak menerpa kepada substansi 
tujuan keberadaan pemerintahan secara umum karena telah banyak 
terkontaminasi dalam pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, makna 
komunikasi yang disampaikan komunikator pemerintah tidak di persepsi 
sama oleh komunikan atau masyarakat. 

Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah berbagi 
informasi, gagasan atau perasaan, dan sikap dengan partisipan komunikasi 
lainnya yang disebut komunikan, yaitu aparatur pemerintah untuk internal 
organisasi dan dunia usaha, masyarakat dan organisasi- organisasi non-
pemerintah untuk eksternal organisasi, dan sebaliknya. Persoalannya 
adalah bagaimana dan mengapa isi materi komunikasi pemerintah di 
tengah era transparansi informasi, perkembangan teknologi komunikasi 
dewasa ini, belum komunikatif dan terkesan banyak disamarkan 

Ulasan ringkas komunikasi pemerintahan di atas memberikan 
gambaran tentang fokus bahasan bab 14. Materi yang disajikan dalam bab 
ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang 
komunikasi pemerintahan. Akan diuraikan beberapa konsep dan 
pengertian komunikasi dan pengertian pemerintahan, serta mengenal 
paradigma komunikasi pemerintahan dan model komunikasi 
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